
LEMBARAN DAERAH
KABU PATE N MA}ALE NG H..4=

NOMOR: S rnnuu zooo SERf: C

PERATURA]II DAERAH KABUPATEN iIIAJALE}IGKA

NOMOR:8 TAHUN2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUIT
2OOO TENTANG RETRIBUSI PEMAI(AIAN KEI(AYAAN DAERAH

DEI{GAN RAHMATTUHAI{ YAITG TTAHA ESA
BUPATI MA'ALENGKA,

Menimbang:
a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa kebijakan pemerinbh

diantaranya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), sehingg
berpengaruh tertadap biala operasional kegiatan pelayanan Pemakaian
Kekayaan Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif
retrih.rsi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2000;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun
2000 tentang Retribu$ Pemaloian Kekayaan Daerah.
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Mengingat:

1. Undang-Undarg Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita
Negarc Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tenbng Paiak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembann Negara Republik Indonesia Nomor
2685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nornor 34
Tahun 2000 tenbng Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tenhng Penyelenggara Negara
yang Bercih dan Bebas Korupsi, Kolusidan NepoUsme (Lembaran Negara
RepuHik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara ReAfilik Indonesia Nomor 42ffi);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20M tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Repuilik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20M tenhng Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Rerublik Indormia Nomor
4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20A4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor ffi, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor q$;

8. Undang-Undang ......... 3
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8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinhhan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4/'37)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinbhan Daemh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang
telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20A4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2A04 Nomor L26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tenhng Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tenbng Pembinaan dan
Pengawasan abs Penyelenggaraan kmerinbhan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negeri Republik
Indonesia Nomor 4069);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor I Tahun 2003 tenbng
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1 Seri
A);

15. Perahrmn Daerah -.........4
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Peraturan Daerah lGbupaten Majahngka Nomor 5 Tahun 2003 tenhng
Pengelolaan Bararg Daerah (Lembaran Daerah lGbupaten Majalengka
Tahun 2003 Nomor 5, Seri E);

Peraturan Daerah lGbupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah lGbupaten Majalengka
Nomor 4, Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004
tenhng Pembentukan Perangkat Daerah Dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Daerah Kabupaten Maialengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27,Sen D) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Organisasi dan Tab Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29, Seri
D).

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2006 Nomor 2, Seri E).

Dengan Persefuijuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAISAT DAERA}I

KABUPATEN MAIATENGKA
dan

BUPATI MAIALENGKA

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAI{ ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2OOO TENTAilG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH,

Ketentuan ...... 5
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Ketentuan Pasal t huruf a sampai dengan q diubah dengn angka, sehingga
bunyi keseluruhan Pasal 1 sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah lGbupaten Majalengka.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Majalengka.

4. Dinas adalah Dinas Teknis terkait.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Kas Daerah adalah lGs Pemerintah Kabupaten pada Bank Jabar
Cabang Majalengka.

7. Refribusi Pemakaian Kekapan Daerah yang selanjuUrp disebut
Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemakaian
kekayaan daerah antara lain pemakaian bnah dan bangunan,
pemakaian gedung, pemakaian kendaraan/alat milik daerah.

L Wajib ReUibusi adalah orang pribadi atau badan yang nrenurut
peraturan perundang-undangan ReUibusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong Retribusi tertentu.

9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah dengan nama lain dan bentuk dpdpun,
persekutuan, perkumpulan, firma, bentuk usaha tetap serta bentuk
badan usaha lainnya.

10. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan bahs
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah.

11. Surat Pendafuran .....-.... 5
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17.
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Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah selanjutnla disingkat
SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk
melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar pefiitungan dan
pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-
undangan reffibusi daemh.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah
surat keputusan yang menentukan besamya jumlah retribusi yang
terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar selanjuhya disingkat
SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas
jumlah reUibusi yang telah ditehpkan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
.pembayaran retribusi karena jumlah kredit yang terubng atau tidak
seharusnya teruhng.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD,
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan ahu denda.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan
tefiadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Perafuran Daer:ah
Kabupaten Majalengka yang memuat ketenhran pidana.

Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh PPNS yang selanjutnya disebut Penyidik
unfuk mencari serta rnengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana retribusi daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 7
sebagai berikut:

Pasal T .............7



Pasal T

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan
pemaloian kekayaan daerah wajib membayar retribusi.

(2) StruKur dan besamya tarif retribusi sebagaimana dimaksd pada

ayat (1) ditetaplon sebagai berikut :

a. Tarif retribusi pemakaian tanah unhrk :

alat reklame :
x harga dasar tanah.

Jalan Masuk ke Pekarangan bagi :

a) Pabrik dan Pompa Bensin :

Lso/ol M2llathun x harga dasar tanah
b) Bungalow, Rumah Makan dan Perusahaan Lainnya :

7,5o/o /i4l2liathun x harga dasar tanah

Pemasangan/Penanaman UUlitas Umum, Kabel, Pipa oleh
Badan-badan Usaha )ltlng mengambil keuntungan dari
pemakai jasa/konsumen :

a) Sejajar jalan :

2,5o/ol M2ltahun x harga dasar ianah
b) Memotong jalan (crossing) :

Rp. 50.000,00 per silang/tahun
c) knanaman Uang-tiang :

Rp. 2.000,00/tiang/tahun

Pertanian :

a) Sawah:
f/o I MzlEihun x harga dasar tanah

b) Darat:
O,2o/ol m?tahun x harga dasar tanah

5. Kepentingan ......... 8
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5.

6.

7.

B.

9.

10.

11.

L2.
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Kepentingan sementara sampaidengan 7 (h.rjuh) hari :

2%l M2l hari x harga dasar tanah

Pemakaian tanah untuk usaha diluar pertanian/ bangunan
darurat :

lv/otMzlhhun x harga dasar tanah

Pemakaian tanah yang mengandung bahan Galian
Golongan C :

L}o/ol M2lhhun x harga dasar tanah

Pemakaian Tanah bantaran Sungai :

Alo/ol[2lhhun x harga dasar bnah

Pemakaian Tanah C-adangan Irigasi :

O,5o/o I M2/tahun x harga dasar tanah

Pemakaian Tanah Tadah Hujan :

o,4\o lU2ltahun x harga dasar tanah

Pemakaian Tanah yang dipaloi oleh Bangunan/
Jembatan :

0,2o/o lU?Ahun x harga dasar bnah

Pemakaian Tanah Rawa/Situ :

o,lYo lM2/tahun x harga dasar tanah

Penenh"ran Harga Dasar Tanah ditetapkan oleh Bupati.

b. Tarif Retribusi Pemakaian Bangunan :

1. Bangunan Toko untuk I (satu) bulan :

a. Untuk Kelas A sebesar ...... Rp. 7.800,00/M2
b. Untuk Kelas B sebesar ...... Rp. 5.900,00/M2
c. Untuk Kelas C sebesar ...... Rp. 4.000,00/M2

2. Bangunan ........... 9
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2. Bangunan Kios untuk 1 (satu) bulan :

a. Untuk Kelas A sebesar ...... Rp. 4.600,00/M2
b. Untuk Kelas B sebesar ...... Rp. 4.000,00/M2
c. Untuk Kelas C sebesar ...... Rp. 3.300,00/M2

3. Bangunan Los untuk 1 (satu) bulan :

a. Untuk Kelas A sebesar ...... Rp. 3.000,00/M2
b. Untuk Kelas B sebesar ...... Rp. 2.500,00/M2

4, Untuk menentukan kelas bangunan toko, kios dan los
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini ditetapkan
oleh Bupati.

5. Bagi bangunan toko yang bertingkat dihmbah 50Yo (lima
puluh per seratus) untuk setiap tingkat.

c. Tarif Retribusi Pemakaian Peralatan

il
o Ilama Alat

BESAP.I{YA TARIF SEWA (BARU)

DIIIAS/IilSTAilSI swAsrA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

BULLDOZER
- WHELL I-oADERTH.

PEMBUATAN 1982
- WHELL LOADER,TH.

PEMBUATAN 2OO5

MOTORGREDER.
- B(CAVATORTAHUN

PEMBUATAN 1S2
- E(CAVATORTAHUN

PEMBUATAN 2OO5

TYRE ROLLER

DUMPTRTJCKSTON Lebih
DUMP TRI,ICK KURANG DARI 5
TON

SIONE CRUSFIER
MESAIN GILAS DIHITUNG
MENURUT

45.000,00 Perlam

30.0m,00 Per Jam

40.000,00 Perlam

,{0.000,00 PerJam

45.000,00 PerJam

70.000,00 PerJam

30.000,00 PerJam

70.0m,00 Per Hari

60.000,00 Per Hari

200.0m,00 kr flari

60.000,00 PerJam

55.000,00 PerJam

80,000,00 PerJam

55.000,00 Perlam

60,000,00 PerJam

90.000,00 PerJam

,40.000,m Per Jam

110.000,00 Per Hari

90.m0,00 Per Hari

300.000,00 Per Hari

voLUME.... 10
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\OTI.IT,TE PEKER]M'{

- knsuruganTaEh

- Per$eni*ilt b#r lalm l(eras

- Psrinrbunan ts*u.r Jdan

- Pernbentukan B*u.lalan

- rPB Kdas C

-tPAt(d6A

- tPA l(das B

- l4rsan Per€trai

- MaikmTanbdanldan

- L@aostrr Aspd B-rtr

-Gilaan I'trkaJalar

1.105,00 Per H3

6gl,{!0 Per#

1.1{15100 Ps il3

335,00 Per U3

44F.,W Peril3

L-ll)5,{Xt Pfrtt?

1.105,00 Pert{3

160,00 Pert{"

18gt,00 tufl'
75,m, PerM'

S,00 Per lr't"

L4zl,,& k{f
s85,00 ku3

1{40P0 Ftr }il3

430,00 Per l,t3

'/{r,{X} 
Per}43

1.4ff-J}trl k!{3
1.420,00 Per!{t?

z!0,90 kr{'
z{&,@ k+t'

100,00 Perl,t'

4,N k$,1'

d, Tarif ............. 11
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d. Tarif Retribusi Pemakaian Alat-Alat Berat Bidang Pengujian

1sd

1sd

lsd

1sd

1sd

1sd

1 srt

lsd

1sd

I set

lsd

1sd
1d

1*t

1sd

1 srt

lsd

1sd

1sd

1 srt

1 s€f

30.000,00

25.mo,m

25.m,00

{0.5s,00

lm.m0,m
1m.0@,s

100.000,00

100.000,00

50.000,00

25.000,00

25.m0,m

250.000,m

40.500,00

30.0m,m

35.000,00

30.000,0

25.@0,00

25.0m,m

$.0m,00

25.00,m

$.m,m

75.m,m

Pc, tilik

Per titik

Pg mder

Ptr ienis

FtrFnis

kFnis

Fs jsis

Ps Fnis

Per tilik

P€r titik

Fa jenis

Fs iitik

Per jenis

E icnis

Pa jrnis

Ptr lefiis

PdFnis

Fs Fnis

k ienis

Fs ienis

Ptr jenis

L PERALAIATUJITATIATI

CBR (Califomia Bcring Ratio) lapangan d€ngsn

milggunakan pemhbanan sccara mnud,
pogujian dafa dukung bmh untuk jahn :

cBR lapangan dengan alat DCP untuk mng€hhui
daya dulung tanah jalan:

Bor bngan untuk pngmbilan *mple bffih
bewah permukan :

Plnguiian babs cair bnah

Pengujian babs flasijs tanah :

Amlis saringan hltirahhltiran hmh :

Psgujian perodaEn hmh :

a. Stan&r
b. Moditied

hngujiil daya &ksg hEh di labomtorium :
a. Standar

b. Modified

Pengjian keFdatan t nah di hpangn :

Pengujim kadar air dengEn aht

kngujiil kadar 3ir sm manffil

tungujian daya drkung hnah untuk fildasi

II. PERAI.ATAil U]I AGREGAT

Anali$ Sadngan Batu :

hngujian baatjenis :

A Bent Fnis kasr
B Beratjenis halus

tongujian kadar Pasir

Pengujian kadar Lumfrr

Penguiian kadar organb Dalam P6iI

kngujian Indeks KepiptEn :

hngujian Berd bi :

Fagujian tidang persnb* bidang peeh

Pagujian lcausn aggregab

P&0113-75

P&0113-76

P&010976

P&01875

P80201-76

P$0111-76
P8-0111-76

P$0113-75

P80113-76

P$0103-76

P&0201-76

PB-0202-75

fr-0203-76

AASIIIo.T.176

AqsHTo.T.112

P&0207-76

PS020G76

Frdd CBR TEt

Dinamic Cone

fondromder

Hand Boring

Liquid Limit TeS

PhSic Limit T€st

Sieve Analysb

Compection Te$ d

bboreryCB&T€d

SandCmI€* s*

SFedy MitucTest

Pemansn Ovo

Sondir ringil 2,57

Sieve Analysis

Abortion fine

Aggrcgat Ted sd

Shve Analysb

Lc Angeles Ahation Madine
ImDad Te$eI

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2



12

1

2

3

4

5

6

1

8

9

10

11

12

14

15

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

IIL PERALATAil U'I BETOI{

Amlis Saringan Batu :

Prngujian b€r*jsb :

a. Bsat Jais lGsr
b. &rat lab Halus

Pmgujian fadil Pair

Pengujian lGdar Lumflr

Plf,gujian lGdar organb Dalam hslr

Pengujbn In*ks (eddhan :

Pagujiebsatbi :

kngujian tlidang penbse tidang pe6h

Fengujian tclusan l€rcgat

Psgujian ImpadTeshr

Pagujian Bdon Sdehh Pageconn

Fngujiil lctstalan B€ts

kngujian lGlatalan Bdst

Knhs Beton

Pengujian Edon di laFngian

N'. PENALATAililARSHAI.TEST

Analisa Saringn Batu

Kadar Air Campian

ERraksi Campunn

Bsat Isi Campucn

Bsat hnis CampuEn

Diamond Bith

Pengjian khkaEn Batu tatndap Aspal

PadEsi Aspal

V.ASPAL

Poetnd Ispal

lGei*an

Dakilihs

Be{d isis

PS0201-76

PS0202-75

P&0m3-75

AASHro.T.t76

&sHroJ.112

p&0207-76

PB-020&76

MSHTO.T.22

PC-o101-76

A'SHIOT.22

P&0201-76

Abortim Fre

&gregeT€d sei

Sand EqriElent Tel Sd

Sbve AndFb

Sbndar ukuEn

SieYe halysb

Lc Angd6Abntiil

Impad Tests

Compcsa Madine Eledric
Shndar ljkuran

Slump Tel S€t

Cube Mold

Hand Hamffi Tcl€r

Sieve Analysb

AElyss

Axtrac Teder

Amlyds

AmlyEs

Core Dlilling MalhiE

AHlysis

Amlrjs

Amlyss

Amlyss

AmlFis

Analyds

1sd

1 set

1sd

1 set

t hrah

1 brah

1sd

1sd

t hph

1sd

1sd

1sd

1sd

1sd

t hrah

1sd

lsd

lsd

1sd

1sd

1 set

1sd

1sd

1sd

1 set

1st

I s€i

40.5m,s

30.000,m

35.0m,00

30.m,m

x.0m,00

25.m,00

15.000,00

25.0m,m

10.m0,00

50.0m,00

30,m,00

35.0m,00

21.000,00

$.m,00

15.m0,00

25.000,00

40.500,00

35.000,00

30.m,00

u-m,00

30.000,00

75.000,00

25.5m,00

25.m,00

25.0m,00

30-m,00

25.m0,00

2tmm

Ftr Fnis

Per ienis

Fs jenis

Ps Fnis

Ptr jenis

k jenis

Ps renis

rer jenis

Per jenis

Psjenis

Pa inis

Per Fnis

Per ienis

Ps hari

Ps titik

Per jenis

P€r Fnis

Per jenis

Fs isis

Per jenis

Ps titik

Ptr titit

Per 1 kali

Fs ienis

Ps jenis

Per pnis

e. Pemakaian Gedung Gr*a Sindag l(a6ih .... 13



e, Pemakaian Gedung Graha Sindang Kasih

1. Besamya uang sewa gedung sebesar Rp 3.000.000,00/hari

2. Besarnya Uang Sewa gedung bagi Pegawai Negeri Sipil
dikenakan dispensasi pengurangan sebesar 25olo (Dua Puluh
Lima Perseratus)

3. Uang sewa gedung 50o/o (Lima Puluh Perseratus) disetorkan
untuk PAD dan 50o/o (Lima Puluh Perseratus) untuk operasional
dan kebercihan.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Majalengka
pada hnggal 26 luni 2006

BUPATI MA]ALEI{GKA,

Ca/ttd

TUTTY HAYATI ANWAR

tEM BARATU DAERAH fdABU PATEN MAJATENG KA TAH U N 2006
NOMOR ...P.. Srnr ..Y....

C:\i,Y-SERVER\[DP006\I-D-RAPBD/+REIRIBUSI-iG|(AYAA,.I DAERAi|2m6.\/ERSI.n.DOC

13




